
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
 

NOMOR  29   TAHUN 2011 
 

TENTANG 
 

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 
 YANG BERLAKU PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang  : a. bahwa dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas 
jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada 
Badan Tenaga Nuklir Nasional sebagaimana telah diatur 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2008 
tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara 
Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Tenaga Nuklir 
Nasional, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis 
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada 
Badan Tenaga Nuklir Nasional; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 
2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan 
Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan 
Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan 
Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Tenaga 
Nuklir Nasional; 

  
 

Mengingat    : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang 
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 
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 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang 
Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang 
Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3760); 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 

 
Menetapkan  : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS 

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU 
PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL. 

  
 

Pasal  1 
 

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada 
Badan Tenaga Nuklir Nasional meliputi penerimaan dari: 
a. jasa kalibrasi; 
b. jasa sertifikasi; 
c. jasa analisis pemantauan radiasi perorangan dan      

daerah kerja; 
d. jasa iradiasi; 
e. jasa pengelolaan limbah radioaktif; 
f. jasa eksplorasi bahan galian dengan teknologi nuklir; 
g. jasa pengerjaan dan uji mekanik; 
h. jasa penyiapan sampel dan analisis; 
i. jasa konsultasi; 
j. jasa pelayanan teknis uji tidak merusak;  
k. jasa keahlian ketenaganukliran; 
l. penjualan produk teknologi nuklir; 
m. jasa pendidikan dan pelatihan; 
n. jasa sewa peralatan teknologi nuklir;  
o. jasa pendidikan pada Sekolah Tinggi Teknologi   

Nuklir;  
p. jasa pelaksanaan uji profisiensi; dan 
q. jasa pelayanan penelitian dan pengembangan di 

bidang ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir yang 
berasal dari kerjasama dengan pihak lain. 
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